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BAB 1

PENDAHULUAN
1.1.  Latar Belakang
Upaya ini merupakan reformasi manajemen sektor publik sebagai model manajemen
pemerintahan yang baru untuk menciptakan good governance, mendorong pemberdayaan
masyarakat, pengembangan prakarsa dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat,
serta pengembangan peran dan fungsi DPRD. Perubahan ini merupakan suatu paradigma

baru manajemen sektor publik (Mardiasmo, 2004).

Selain reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen sektor publik, pemerintah
melakukan reformasi lanjutan terutama yang terkait dengan sistem pengelolaan keuangan
daerah, seperti reformasi sistem penganggaran dan sistem akuntansi keuangan. Reformasi
sistem anggaran publik dalam perkembangannya telah menjadi instrumen kebijakan
multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi, dan sebagai alat

kebijakan publik.

Selanjutnya untuk mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan, Pemerintah
mengeluarkan undang-undang nomor 17 tahun 2003, yang mewajibkan pemerintah untuk
menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam bentuk laporan
keuangan. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dapat
dipercaya, pemerintah harus memiliki sistem akuntansi keuangan yang handal, Sistem
akuntansi keuangan yang lemah menyebabkan pengendalian intern yang lemah dan pada
akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk
pembuatan keputusan. Saat ini sistem akuntansi yang dimiliki pemerintah daerah rata-rata

masih lemah (Mardiasmo, 2004).

Dari uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa terdapat upaya yang dilakukan



pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya terutama dalam meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat. Upaya tersebut antara lain melalui kebijakan dalam hal: a). sistem panganggaran;
b). sistem akuntansi keuangan daerah; c¢). tata-kelola pemerintahaan yang baik (good
governance), dan d). pengfungsian peran lembaga legislatif dalam penyusunan anggaran.
Faktor-faktor yang telah diuraikan di atas merupakan variabel kebijakan pemerintah yang
ditujukan untuk mempengaruhi sikap, pengalaman dan motivasi kerja aparatur pemerintah

daerah dalam mencapai tujuan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana
Kerja Pemerintah, membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan
membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing. Dengan
berlakunya kedua undang-undang tersebut di atas membawa konsekuensi bagi daerah dalam
bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efisien
dan efektif, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada
masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD, adalah dokumen
perencanaan daerah provinsi, kabupaten, dan kota untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja-SKPD, adalah
dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Menyusun rencana kerja dan anggaran satuan Kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) seperti
yang disebut dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal
19 (1) dan (2) yaitu, pendeckatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Dengan
membangun suatu sistem penganggaran yang dapalt memadukan perencanaan kinerja dengan

anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil
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yang diharapkan. Sistem penganggaran seperti ini disebut juga dengan anggaran berbasis

kinerja (ABK).

Kinerja dinilai berdasrkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan
anggaran, meskipun pada sektor publik misalnya pemerintah, efisiensi mempunyai makna
yang berbeda dibandingkan sektor korporat atau swasta. Pada organisasi pemerintah
penyerapan anggaran yang tinggi justru baik, asalkan sasarannya benar (efektivitas).

Penelitian ini mefokuskan pada kinerja aparatur pemerintah daerah di Kabupaten
Minahasa Selatan, dengan unit analisis pegawai negeri sipil (PNS) yang secara langsung
bertanggung jawab sebagai pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Untuk melihat
karakteristik individu yang terdiri dari Sikap, pengalaman dan motivasi dari pegawai negeri
sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Dengan dasar ini maka tim
peneliti mengangkat judul : “Pengaruh Karakteristik Individual terhadap Kinerja SKPD di

Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan™.

1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tim peneliti merumuskan masalah sebagi
berikut: Apakah Pengaruh Karakteristik Individual terhadap Kinerja SKPD di Pemerintah

Kabupaten Minahasa Selatan

2.2. Hipotesis

Pada penelitian ini hipotesis yang akan diuji adalah:

a. Pengaruh Sikap PNS terhadap Kinerja SKPD di Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.

b. Pengaruh Motivasi PNS terhadap Kinerja SKPD di Pemerintah Kabupaten Minahasa
Selatan.

c. Pengaruh Sikap PNS, Pengalaman PNS dan Motivasi PNS terhadap Kinerja SKPD di

Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.



BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu lebih banyak menguji pengaruh karakterisktik atau dimensi
sistem informasi akuntansi pada tingkat penggunaan dan kepuasan terhadap informasi itu
sendiri (Ang & koh, 1997; Doll & Torkzadeh, 1988: McHanney & Cronan, 1998). Pemilihan
dan keputusan penentuan rancangan sistem akuntansi keuangan diharapkan dapat berguna
bagi manajemen, baik dalam manajemen keputusan maupun dalam kontrol keputusan,
Selanjutnya penggunaan sistem akuntansi keuangan ini diprediksi berdampak pada perilaku

manajerial (kinerja) para pimpinan.

Penelitian yang berkaitan dengan sistem akuntansi keuangan, lebih menitik beratkan
pada unsur tingkat kepastian lingkungan dan standartisasi atau sistematisasi. Suatu
lingkungan yang tingkat kepastiannya tinggi tidak akan banyak membutuhkan informasi yang
broad-scope dan aggregated. Chenhall dan Morris (1986) mengemukakan terdapat hubungan
yang positif antara interdependensi dan kebutuhan akan informasi yang broad-scope dan
aggregated. Selanjutnya dikemukakan bahwa ketidakpastian lingkungan berhubungan
dengan informasi yang broad-scope dan timely. Hasil penelitian Gul (1991) secara jelas
mengemukakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara bahwa sistem infomasi yang
sopihisticated dengan kenerja organisasi, hanya apabila ketidakpastian tinggi. Selanjutnya
penelitian Kren (1992) yang diadopsi oleh Marsudi (2001) menemukan bahwa partisipasi
anggaran dan informasi yang relevan mempunyai pengaruh positif terhadap Kinerja dan

digunakan sebagai alat yang efisien dalam pengambilan keputusan manajerial.

Jika mengamati lingkungan pemerintahaan kKhususnya di tingkat daerah dapat
dikatakan tingkat ketidakpastian tinggi. hal ini dapat dilihat pada tingkat mutasi karyawan.

Selanjutnya tingkat interdepedensi yang tinggi antara pemerintah  pusat, Provinsi, dan
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kabupaten, bahkan antar satuan kerja di masing-masing daerah mendorong dikeluarkan
sistem akuntansi pemerintahan yang berlaku secara nasional. Permberlakuan sistem akuntansi
akuntansi keuangan yang baku ini perlu dikaji secara empris apakah hal tersebut mendorong

Kinerja aparatur pemerintah daerah.

Peran sistem informasi dalam kontrol keputusan mengacu pada teori agensi.
Diasumsikan bahwa para individu tidak bertindak untuk dan demi kepentingan terbaik
organisasi, tetapi lebih pada kepentingan individu mereka sendiri, Karena itu manajemen
puncak mengimplementasikan sistem informasi untuk meningkatkan probabilitas bahwa
para individu akan bertindak sesuai dengan kepentingan, tujuan, dan sasaran organisasi
secara efektif dan efisien (Flamholz et al., 1985). Sistem informasi juga dapat mendukung
perumusan dan implementasi strategi, penyediaan informasi untuk koordinasi aktivitas
organisasi, dan menfasilitasi proses pembelajaran organisasional (Abernathy & Brownell,

1999; Bouwen & Abernathy; Simons, 1995).

2.2. Beberapa Catatan tentang Sikap dan Motivasi Kerja dalam kaitannya dengan
Kinerja Aparatur Pemerintah Dacrah

Kinerja setiap organisasi sangat dipengaruhi oleh perilaku pegawai. Pagawai
dipandang sebagai sumber daya bagi semua organisasi. Prinsip yang penting dalam psikologi
bahwa setiap orang berbeda-beda. Setiap orang mempunyai keunikan, persepsi, kepribadian
dan pengalaman hidup, perbedaan sikap, keyakinan dan tingkat cita-cita. Oleh karena itu
sikap pegawai harus dipandang sebagai perwujudan yang unik dari seluruh faktor keprilakuan
manusia. Sikap merupakan faktor penentu perilaku yang berhubungan dengan persepsi,

kepribadian dan motivasi.

Sikap adalah kesiap-siagaan mental, yang dipelajari dan diorganisir melalui
pengalaman dan mempunyai pengaruh tertentu atas cara tanggap sescorang terhadap orang

lain, objek dan situasi yang berhubungan dengannya (Ivancevich,1985).



Beberapa sikap dapat bersifat tetap dan abadi, dan dapat berubah-ubah. Sikap adalah
bagian hakiki dari kepribadian seseorang. Beberapa teori mencoba menjelaskan pembentukan
dan perubahan sikap. a.l. menyatakan bahwa orang “mencari kesesuaian antara keyakinan
dan kepercayaannya terhadap objek”, dan mengemukakan bahwa perubahan sikap tergantung
pada perubahan perasaan atau keyakinan (Ivancevich, 1985). Selanjutnya teori itu
mengasumsikan bahwa orang mempunyai sikap yang berstruktur yang tersusun dari berbagai

komponen afektif dan kognitif.

Ke-tiga komponen berhubungan satu sama lain. Perubahan pada satu komponen akan
menggerakan perubahan pada komponen lain. Jika komponen-komponen ini tidak sesuai atau
melampaui  “tingkat toleransi” dari orang yang bersangkutan, maka akan timbul
ketidakstabilan. Ketidakstabilan itu dapat dikoreksi oleh (1) pengingkaran dari pesan yang
dimaksudkan untuk mempengaruhi sikap, (2) pemecahan atau fragmentasi sikap atau (3)
penerimaan ketidak-konsistenan sehingga terbentuk sikap baru. Dalam konteks ini afeksi,
kognisi, dan perilaku akan menentukan sikap dan selanjutnya sikap menentukan afek, kognisi

dan perilaku.

Komponen afek adalah komponen emosional atau perasaan dari sikap dipelajari dari
orang tua, guru dan teman dalam kelompok, sedangkan komponen kognitif dari sikap terdiri
atas persepsi, pendapat dan keyakinan seseorang. Hal ini menunjukan proses berpikir dengan
penekanan khusus pada rasionalitas dan logika. Elemen kognisi yang penting adalah
keyakinan evaluatif yang dimilki orang tersebut. Keyakinan evaluatif diwujudkan dalam

bentuk kesan yang baik atau tidak baik yang dimilki sesecorang terhadap objek atau orang.

Pada gambar 2.1 dapat dilihat bahwa faktor-faktor lingkungan kerja adalah desain
pekerjaan, kebijaksanaan perusahaan dan tunjangan. Faktor lingkungan merupakan stimulus

yang akan menyebabkan tanggapan dalam bentuk afektif, kognitif dan perilaku. Pada
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dasarnya stimulus akan menghasilkan pembentukan sikap, yang kemudian menjurus kepada

satu tanggapan atau lebih, yaitu afektif, pengakuan dan perilaku.

Teori tentang afektif, kognitif, dan perilaku sebagai penentu sikap dan perubahan
sikap mempunyai arti yang penting untuk para pemimpin. Pemimpin dapat mempertahankan,
mengarahkan, bakan merubah sikap melalui tiga komponen tesebut dengan beberapa stimulus
lingkungan pekerjaan seperti: diperancangan pekerjaan, gaya manajemen, kebijaksanaan
organisasi, teknologi, upah dan tunjangan kepada pegawai. Untuk itu harus ada usaha
menyeluruh dalam mengembangkan sikap, baik secara umum dalam organisasi maupun

terhadap pekerjaan agar para pemimpin sebagai manajer efektif dalam memotivasi bawahan.

Gambar 2.1: Hubungan Stimulus dan Komponen sikap terhadap Tanggapan

Stimulus Lingkungan Kerja

Desain
pekerjaan

Gaya manajer

Kebijaksanaan
perusahaan p—

Tanggapan emosional
Teknologi Afektif Pernyataan tentang suka/tidak
suka
Upah Kognisi Tanggapan persepsi
Pernyataan tentang
Tunjangan Perilaku keyakinan
Tanggapan tindakan
Pernyataan tentang perilaku

Sumber: Ivancevicih (2000)

Orang berusaha keras mempertahankan kesesuaian antara komponen-komponen
sikap. Akan tetapi, seringkali komponen-komponen tersebut saling bertentangan dan tidak
konsisten. Apabila hal ini terjadi. maka timbul keadaan tidak secimbang. Ketegangan yang

ditimbulkan dari keadaan semacam itu, hanya akan berkurang apabila bentuk kesesuaian
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dapat dicapai. Hal ini terjadi karena sikap seseorang seringkali dihubungkan dengan

komitmen pegawai, dimana sikap seseorang akan menghasilkan komitmen.

Komitmen dapat diartikan dengan dua cara yang amat berbeda. Cara pertama
diajukan oleh Porter dan rekan (Mowday, Porter, dan Sterrs, 1982; Porter, Steers, Mowday
dan Boulin, 1974) bahwa komitmen adalah kuatnya pengenalan dan keterlibatan seseorang
dalam suatu organisasi tertentu, sedangkan pengertian yang kedua oleh Becker (1960),
menggambarkan komitmen sebagai kecenderungan untuk terkait dalam garis kegiatan yang

konsisten karena menganggap adanya biaya pelaksanaan kegiatan yang lain.

Pegawai yang memiliki affective commitment yang tinggi tetap konsisten pada
keinginannya, moral commitment timbul karena merasa sebagai suatu keharusan
melakukannya; dan continuous commitment karena didasarkan pada tingkat kebutuhannya
(Mowday, Porter dan Steers, 1982; Mowday, Steers & Porter, 1979, Meyer, 1993; Luthans,
2002). Oleh karena itu, komitmen organisasional merupakan kekuatan yang sifatnya relative
dari masing-masing individu pada keterlibatan dirinya sebagai bagian dari suatu organisasi
(Porter dan Mowday et al., 1982; Kuncoro 2002). Keadaan tersebut dapat diindikasikan
dengan tiga hal; pertama tingkat penerimaan seseorang terhadap nilai-nilai dan objective
organisasi, kedua kesiapan dan kesediaan secara sungguh-sungguh berusaha atas nama
organisasi, dan ketiga memiliki keinginan untuk mempertahankan keanggotaan dalam
organisasi, lihat juga (Angle dan Perry, 1981; Mathieu dan Zajac, 1990: Steers, 1977, dalam

LaMastro, 2000).

Pada gambar 2.1. di atas dapat diuraikan bahwa salah satu stimulus lingkungan kerja
adalah kebijakan organisasi yang menyebakan terjadinya sikap sebagi tanggapan terhadap
stimulus tersebut. Dilihat dari sudut pandang sektor publik, APBD, sistem akuntansi keungan

daerah dan good governance adalah stimulus.



Dengan mendasarkan pada konsep hubungan stimulus lingkungan kerja dan tiga
unsur sikap, dapat dijelaskan secara konseptual, karaktersitik tujuan anggaran, sistem
akuntansi keuangan, good governance, dan perilaku legislatif sebagai respon amanah UU
dalam keterlibatan pihak legislatif dalam memujudkan demokrasi; akan membentuk sikap
aparatur pemerintah daerah. Sehingga secara konseptual dapat dikatakan apabila karakteristik
tujuan anggaran, sistem akuntansi keuangan daerah, good governance, dan perilaku legislatif
baik akan menyebabkan sikap (respons) yang positif dari aparatur pemerintah daerah.
Sehingga dikatakan bahwa kebijakan pemerintah akan berpengaruh positif dengan sikap

aparatur pemerintah daerah.
2.3. Motivasi Kerja

Istilah motivasi telah dikenal luas dalam dunia kehidupan yang berhubungan dengan
pencapaian prestasi. Namun secara spesififik motivasi dirumuskan sebagai perilaku yang
datang dari diri seseorang melalaui proses psikologis dan ditujukan sebagai usaha yang
dialkukan seseorang untuk mencapai suatu tujuan yang hendak dicapai, schingga motivasi
berkaitan erat dengan performance atau prestasi kerja atau kinerja. Motivasi sebagai hasrat
atau dorongan untuk mencapai keberhasilan (Chung and Megginson, 1981: Luthans, 1992;

Smith, 1994; Franc dalam Irawan, 1997; Kinman dan Russel, 2001).

Faktor-faktor —motivasi meliputi faktor-faktor individu dan faktor-faktor
organisasional. Faktor-faktor individu terdiri dari kebutuhan-kebutuhan (needs), sikap
(attitude), dan kemampuan (abilities). Sedangkan yang tergolong dalam faktor-faktor
organisasional adalah pembayaran atau gaji, keamanan pekerjaan (job security), sesama
pekerja (co-workers), pengawasan (supervision), pujian (praise) dan pekerjaan itu sendiri

(job itself) (Chung and Megginson, 1981).



Kajian teori dalam literatur yang telah dikembangkan untuk menjelaskan motivasi
kerja dalam organisasi dan secara garis besar dapat dibedakan dalam dua katagori, yaitu teori
content dan teori proses. Teori content dari Maslow yang menjelaskan tentang perilaku
manusia yang didorong oleh stimulasi internal dan eksternal, dengan tiga faktor utama, yaitu
(1) employee needs, yaitu sescorang terdorong bekerja karena mempunyai sejumlah
kebutuhan yang akan dipenuhi antara lain: existence, relatedness and growth (2)
organisasional incentive yang meliputi: a) substantive reward, seperti: pay, job security,
physical condition; dan b) intrinsic reward yang terdiri dari accomplishment, challenge, and
responsibility dan (3) perceptual outcomes, yaitu persepsi pekerja mengenai:nilai dari reward

organisasi (Chung and Megginson, 1981; Herpen. Et al., 2002; Gacther, 2000).

Teori proses atau reinforcement mengatakan bahwa perilaku seorang pekerja dapat
dikendalikan dengan reward dan punishment, atau dengan pendekatan carrot and stick yang
menggabungkan reward dan punishment. Teori ini juga mencakup teori harapan, teori
keadilan. Motivasi pada hakikatnya adalah perasaan dan keinginan seseorang yang
mengarahkan tindakannya ke arah positif, baik untuk perspektif pribadi maupun organisasi
(Vance, 1982). Oleh karena itu, pemimpin memandang motivasi sebagai kekuatan yang
membuat seseorang berkeinginan menjaga kondisi kerja dan berkomitmen terhadap
organisasi (Dubin, 1985; Danim (2004). Selanjutnya motif sebagai kebutuhan yang
distimulasi dengan kepuasaan individu (Stanford, 1969; Stanton, 1981; Sperling, 1987).

Lihat juga Gie 1998; Martoyo 1998).

Teori motivasi lainnya yang dijumpai dalam literatur adalah teori muatan kerja yang
menitik beratkan pada faktor-faktor yang memotivasi orang di tempat kerja. Perkembangan
teori ini mengatakan uang adalah merupakan unsur konpensasi sebagal motivasi yang utama,

kemudian lingkungan kerja, keamanan, hubungan kemanusiaan, tanggung jawab, pengakuan



dan kesempatan berprestasi (McCormck, 1985; Hertzberg, 1986, Alderfer 1986; Luthans,
1992).

Pandangan lain tentang teori motivasi dari Herzberg yang dikenal dengan teori two
factors melihat bahwa ada dua factor yang berpengaruh terhadap perilaku manusia dalam
organisasi, yaitu factor internal dan factor cksternal (dalam Danim, 2004). Faktor pertama
disebut sebagai faktor motivator atau pembawa kepuasan, yang meliputi prestasi, recognize,
pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, kemampuan untuk meningkatkan karir, dan inisiatif
yang baik, Faktor-faktor tersebut mampu mempengaruhi manusia dalam melakukan
pekerjaannya, dalam arti puas dan tidak puas terhadap pekerjaannya. Adapun faktor kedua
adalah faktor yang membawa ketidak puasaan yang disebut dengan hygiene factors, terdiri
dari hubungan interpersonal dengan bawahan, hubungan interpersonal dengan atasan,
hubungan interpersonal dengan rekan kerja, supervise teknis, kebijakan dan administrasi,

kondisi kerja dan kehidupan pribadi.

Teori motivasi lainnya adalah teori Patton, bahwa motivasi merupakan fenomena
kehidupan yang sangat kompleks, karena setiap individu memiliki motivasi yang berbeda dan
banyak jenisnya. Motivasi dipengaruhi oleh dua factor, yaitu individunya sendiri dan situasi,
yang dalam kajian lain dikenal dengan istilah faktor internal dan faktor eksternal (Patton,
1961). Teori motivasi dari McClelland yang dihasilkan melalui penelitian mengatakan
bahwa dorongan berprestasi karyawan ditentukan oleh tiga kebutuhan pokok, yaitu
kebutuhan berprestasi; kebutuhan berafiliasi, dan kebutuhan akan kekuasaan (McClelland

dalam Danim, 2004)

Perspektif teori motivasi pengharapan mengatakan bahwa motivasi yang ada dalam
diri seseorang tidak berdiri sendiri, melainkan motivasi itu muncul sebagai gesekan kekuatan

yang ada dalam diri individu. Oleh karena itu, ada tiga variable yang mempengaruhi
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motivasi individu dalam bekerja. Variabel-variabel yang dimaksud adalah: (1) sifat-sifat
individual pekerja yang meliputi, sikap, kebutuhan, dan harapan; (2) sifat-sifat pekerjaan
yang mencakup; tugas-tugas yang akan dilaksanakan, tanggung jawab, dan kepuasaan yang
muncul dan (3) lingkungan kerja dan situasi kerja karyawan dan meliputi; pola interaksi
karyawan dalam bekerja, penghargaan dan manfaat organisasi bagi pekerja (Porter dan Miles

dalam Danim, 2004).

Gotsudarmo dan Mulyono (1999), menyatakan bahwa motivasi atau dorongan kepada
karyawan untuk bersedia bekerja bersama demi terciptanya pencapaian tujuan organisasi
melalui alat motivasi yang terdiri dari (1) motivasi financial (2) motivasi non financial, yaitu
cara memberikan dorongan atau motivasi yang diwujudkan dalam bentuk non financial dan
mengacu pada beberapa asas motivasi, yang terdiri dari asas partisipasi; asas komunikasi,

asas pengakuan, asas adil dan layak, asas perhatian timbal balik (Hasibuan, 1999).

2.4, Hipotesis

Pada penelitian ini hipotesis yang akan diuji adalah:

a. Pengaruh Sikap PNS terhadap Kinerja SKPD di Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.

b. Pengaruh Motivasi PNS terhadap Kinerja SKPD di Pemerintah Kabupaten Minahasa
Selatan.

d. Pengaruh Sikap PNS, Pengalaman PNS dan Motivasi PNS terhadap Kinerja SKPD di

Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.
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BAB 111
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
3.1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui
Pengaruh Karakteristik Individual terhadap Kinerja SKPD di Pemerintah Kabupaten
Minahasa Selatan.
3.2. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:
 {f sebagai masukan dan tambahan informasi Kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa
Selatan tentang Sikap, Pengalaman dan motivasi serta kinerja SKPD.
2. hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran Bagi Pemerintah
Kabupaten Minahasa Selatan dalam upaya meningkatkan Kinerja pada setiap SKPD
dan mengetahui sikap. Pengalaman dan motivasi dari setiap aparat yang menjadi

sampel dalam penelitian ini.



4.3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh dengan membuat daftar pertanyaan, yang dikembangkan dari teori
sesuai dengan situasi di lapangan. Pengisian kuesioner dilakukan langsung.oleh responden
dengan beberapa penjelasan dari peneliti dan dibantu oleh enumerator yang telah dilatih
sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perbedaan persepsi antara

peneliti dan responden.

4.4. Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan 1 variabel exogenous dan 2 variabel endogenous,
sehingga secara keseluruhan jumlah variabel penelitian ini sebanyak 3 dan semuanya
merupakan variabel latent yang tidak dapat diukur secara langsung, sehingga pengukurannya
melalui indikator-indikator variabel. Kemudian indikator variabel penelitian ini bersifat
persepsi, pendapat, sikap dan pandangan responden terhadap apa yang dirasakan dan dialami
dalam melaksanakan tugasnya sebagai SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa

Selatan.
a.  Variabel Sikap Aparatur Daerah (X1)

Tanggapan, respons, pernyataan atau aparatur daerah terhadap penerapan suatu undang-
undang, peraturan atau kebijakan organisasi, ataupun situasi lingkungan kerja, yang dapat
bersifat a) afektif seperti pernyataan senang atau tidak senang, b) kognitif, seperti pernyataan
tentang kepercayaan , dan c¢). Perilaku. Hal ini dapat tergambar pada: (1). Kepuasan pada
pekerjaannya sendiri, (2). Keterliban dalam pekerjaanya sendiri, (3). Komitmen terhadap visi

dan misi organisasi organisis (Robins, 2006).



Pengukuran Indikator Variabel Sikap Aparatur Daerah

No Indikator yang diukur SZ';(";’)‘" Sy P
1 | Afektif X1.1
1=Sangat tdk setuju
Merasa senang sebagai aparatur 2= Tidak setuju
pemerintah daerah dengan tugas yang 3= Netral
dipercayakan. 4= Setuju
5= Sangat setuju
2 | Kognitif X1.2
Sebagai PNS merasa wajib untuk ;i ’?‘z}ngat tdk. BE
. . . = Tidak setuju
melakukan pekerjaan sesuai dengan uraian 3= Netral
tugas dan hadir dalam pertemuan atau i =S
rapat yang dilakukan oleh satker saya a Sy
5= Sangat setuju
3 | Perilaku X1.3
Saya akan selalu hadir di kantor selama 1=Sangat tdk setuju
jam kerja dan akan melakukan pekerjaan 2= Tidak setuju
dengan kemampuan, ketrampilan saya 3= Netral
secara maksimal dalam mencapai 4= Setuju
sasaran/target yang ditetapkan oleh atasan. 5= Sangat setuju

b’

Variabel motivasi kerja aparatur daerah (X2)

Variabel motivasi kerja adalah motivasi yang dimiliki oleh aparatur pemerintah daerah

dalam menjalankan tugasnya, termasuk perilaku kerja yang ditujukan pada sasaran yang

berkaitan dengan tingkat usaha yang dilakukan.

Pengukuran Indikator Variabel Motivasi Kerja

No Indikator yang diukur Sznxt;)ol Skala Pengukuran
1 Rasa Aman X2.1
Perasaan aman dalam pekerjaan sekarang 1= Sangat Tdk
Penting
2= Tidak Penting
3= Kurang Penting
4= Penting
5= Sangat Penting |
2 Kebutuhan sosial X2.2
Kesempatan untuk mengembangkan 1= Sangat Tdk
hubungan yang akrab dengan rekan-rekan Penting
dalam pekerjaan 2= Tidak Penting
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3= Kurang Penting
4= Penting
5= Sangat Penting
3 Harga diri (Prestise) X2.3
Perasaan harga diri seseorang yang diperoleh 1= Sangat Tdk
karena memegang pekerjaan sekarang. Penting
2= Tidak Penting
3= Kurang Penting
4= Penting
5= Sangat Penting |
4 Kekuasaan X2.4
1= Sangat Tdk
Kesempatan dalam pekerjaan untuk Penting
berpartisipasi dalam merumuskan tujuan dan 2= Tidak Penting
menentukan metode, prosedur, dan 3= Kurang Penting
kebijakan. 4= Penting
5= Sangat Penting
5 Perwujudan Diri X2.5
Perasaan pemenuhan diri yang diperoleh 1= Sangat Tdk
seseorang karena menduduki posisi sekarang Penting
(perasaan mampu untuk menggunakan 2= Tidak Penting
kemampuan, mewujudkan potensi yang 3= Kurang Penting
dimiliki). 4= Penting
5= Sangat Penting

(- Variabel kinerja aparatur daerah (Y)

Variabel kinerja aparatur daerah  yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
kemampuan aparatur daerah dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi
tanggungjawabnya dalam organisasi, yang dapat dilihat dari dimensi ketepan waktu,
kuantitas, kualitas, tingkat pemahaman terhadap pedoman Kerja. Indikator dan pengukuran
indikator dapat dilihat pada tabel,. berikut:

Pengukuran Indikator Variabel Kinerja Aparatus Daerah

No Indikator yang diukur (Y) Skala Pengukuran
1 Tingkat realisasi anggaran untuk Y1 1=Tgkt realisasi <50 %
SKPD 2=Tgkt realisasi 50% s/d 9%

3=Tgkt realisasi 70% s/d 79%
4=Tgkt realisasi 80% s/d 89%
5=Tgkt realisasi 90% s/d 100%

2 Tingkat pencapaian penyelesaian Y2 1=Tgkt realisasi <50 %
tugas yang diberikan (Pencapaian 2=Tgkt realisasi 50% s/d 69%
standar kerja) 3=Tgkt realisasi 70% s/d 79%
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4=Tgkt realisasi 80% s/d 89%
5=Tgkt realisasi 90% s/d 100%

3 Tingkat ketepatan waktu Y3.3 1=Terlambat >21 hari
penyelesaian pekerjaan 2=Terlambat 15 s/d 21 hari
3=Terlambat 7 s/d 14 hari
4=Terlambat < 7 hari
S5=Tepat waktu

4 Tingkat kesesuaian mutu pekerjaan Y4 1=Sangat Tdk Sesuai
dengan yang ditetapkan 2=Tdk Sesua
3=Kurang Sesuai
4=Sesuai

5=Sangat Sesuai

4.5. Instrumen Pengumpulan Data Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian survey sehingga intrumen penelitian utama yang
digunakan dalam pengumpulan data penelitian adalah kuesioner yang diberikan kepada
pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan yang menjadi
responden. Kuesioner yang digunakan terdiri dari beberapa pernyataan yang disusun dalam
bentuk yang lebih mudah dipahami, menggunakan Skala Likert 1-5. Formulasi Skala Likert
dirancang agar memungkinkan responden memberikan jawaban secara lebih leluasa menurut
kondisi yang dirasakan dan dialami masing-masing responden (Babbie, 1983 dalam Maupa,
2004). Tingkatan penilaian jawaban melalui prosedur pemberian skala. Pertanyaan yang
bersifat positif, jika responden mendukung pertanyaan tersebut maka responden akan
memberikan jawaban pada skor yang lebih tinggi, misalnya sangat setuju dengan skor 5,
setuju dengan skor 4, netral dengan skor 3, tidak setuju dengan skor 2, dan sangat tidak
setuju dengan skro 1; ataupun dalam bentuk pernyataan skala nilai seperti tingkat realisasi
90% s/d 100% diberi skor S, tingkat realisasi 80% s/d 89% diberi skor 4, tingkat realisasi
70% s/d 79% diberi skor 3, tingkat realisasi 50% s/d 69% diberi skor 2, dan tingkat
realisasi <50 % diberi skor 1. Sebaliknya jika item pernyataan negatif maka skor yang lebih
besar akan diberikan pada tanggapan menolak misalnya sangat tidak setuju dengan skor 5,
tidak setuju dengan skor 4, netral dengan skor 3, setuju dengan skor 2, dan sangat setuju
dengan skro 1. Data yang diperoleh diolah melalui prosedur statistik yang sesuai dengan

model analisis yang digunakan.
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BAB YV

HASIL PENELITIAN

5.1. Analisis Besarnya Pengaruh Antar Variabel

Besarnya pengaruh antar variabel exogenous atau bebas dengan variabel

endogenous atau variabel terikat dengan menggunakan analisis SEM untuk overall model

dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ada 15 hubungan pengaruh antar variabel yang

dihipotesiskan dalam model terdapat 11 hubungan pengaruh yang signifikan dan hanya 4

hubungan yang tidak signifikan, baik pada level 10%, 5% maupun 1%. Untuk melihat

pengaruh signifikansi dari model tersebut maka dapat dilihat berdasarkan pada nilai t-

hitung atau nilai probability. Selanjutnya untuk hasil estimasi parameter pengaruh

langsung antar variabel menurut model, dapat dilihat pada Tabel 5.8, berikut :

Tabel 5.8.: Hasil FEstimasi Parameter Pengaruh Langsung Antar Variabel Menurut

Model.
Variabel Variabel
No Simbol Nilai thitung P(1 tall)
Berpengaruh Dipengaruhi
(Y1) Y, Motiv. Kerja Bs | 0171 | 2,008 | 0,045*
1
Sikap APDa Yy Kinerja APD Ys 0,184 2,253 0,024*
(Y2)
2 Y, Kinerja APD Ye 0,293 3,561 0,000*
Motivasi Kerja

Sumber : Hasil Pengolahan Data Lampiran, 2009
Keterangan:
*) signifikan pada tingkat signifikansi 5%
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Hasil pengujian yang telah dilaksanakan sebagaimana tampak pada Tabel di atas,
selanjutnya secara rinci dapat diuraikan hasil pengujian pengaruh antar variabel dalam model

sebagai berikut :

a. Variabel sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja aparatur
pemerintah daerah di Minahasa Selatan yang ditunjukkan dengan nilai probability
0,045 dan nilai T-hitung 2.008 dan sesuai dengan hipotesis penelitian.

b. Variabel sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur
pemerintah daerah di Minahasa Selatan yang ditunjukkan dengan nilai probability
0,024 dan nilai T-hitung 2.253 dan sesuai dengan hipotesis penelitian.

¢. Variabel motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah
daerah di Minahasa Selatan yang ditunjukkan dengan nilai probability 0,000 dan nilai

T-hitung 3,561 dan sesuai dengan hipotesis penelitian.

Selanjutnya akan diuraikan karakteristik masing-masing variabel sebagai berikut:
1. Variabel Sikap Aparatur Pemerintah Daerah

Kajian terhadap sikap aparatur pemerintah daerah dilakukan dengan menggunakan tida
komponen sikap, yaitu afektif, kognitif dan perilak, dengan menggunakan indikator
pernyataan senang. wajib dan penyataan akan melakukan. Skala yang digunakan dari 1

berarti sanggat tidak setuju sampai skala 5 sangat setuju.

Hasil penelitian diketahui bahwa skala rata-rata jawaban responden adalah 3.98 atau
setuju yang berarti senang, dan wajib dan berperilaku positif terhadap status sebagai PNS dan
terhadap pekerjaan dan Instasi pemerintah . Jumlah responden yang menjawab sangat setuju,

setuju dan kurang setuju sebanyak 253 atau 98.2 %, atau sebanyak 167 atau 65,5 %

20)



responden yang secara meyakinkan menjawab setuju dan sangat setuju. Dengan hasil tersebut
dapat dikemukakan bahwa aparatur pemerintah daerah di Minahasa Selatan mempunyai

komitmen yang kuat terhadap organisasi dalam hal ini pemerintah daerah.

Secara keseluruhan aparatur daerah merasa puas. Kepuasan kerja sangat banyak
mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan seperti Brayfield, Arthur dan Rothe (1951)
dengan melihat sikap karyawan terhadap pekerjaannya. Sedangkan Morse (1953), melihatnya
dari sisi harapan yang diinginkan oleh seorang karyawan dalam bekerja. Hal ini sama dengan

pandangan Gazelles dan Guba (1957).

Kepuasan dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan atau dipercayakan kepada
masing-masing karyawan dengan respon jawaban 99,8% setuju, sangat setuju dan kurang
setuju. Hal ini menggambarkan bahwa secara keseluruhan aparatur pemerintah daerah
memiliki kepuasan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang tinggi terhadap
tugasnya. Fenomena tersebut di atas dapat diartikan bahwa aspek-aspek yang terkait dengan
sikap diniilai secara positif oleh para aparatur pemerintah daerah, sebagaimana yang telah
diungkapkan oleh Keitner dan Kinici (1998). Serta pendapat Blau (1998), yang mengatakan

bahwa kepuasan kerja memiliki relevansi dengan penilaian prestasi kerja.

Selanjutnya menurut Porter dan Miles bahwa kepuasan akan menciptakan motivasi,
kemudian terhadap komitmen Babakus (1996); Johnton (1990) dan Pettijon (2000)
Vandenberg dan Lancer (1992). Indikator tingginya pengaruh komitmen organisasi terhadap
kinerja dikemukakan oleh Rodney, McCloy, dan Wise (2002), demikian pula halnya dengan
penelitian Linz (2004), Naquin dan Holton (2002) sama halnya dengan penelitian yang
dilakukan oleh King dan Harcourt (2001), bahwa komitmen organisasi berpengaruh secara

signifikan terhadap kinerja.

2. Variabel motivasi kerja
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Secara deskriptif substansi persepsi aparatur pemerintah daerah di Minahasa Selatan
terhadap faktor motivasi kerja menunjukkan bahwa nilai rata-rata total mencapai 4,04 yang
termasuk dalam kategori tinggi. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa motivasi kerja
aparatur pemerintah daerah di Minahasa Selatan. Hal tersebut semakin diperkuat dengan

respon jawaban yang terkait dengan pertanyaan variabel motivasi kerja,

Semangat untuk memajukan bank tempat para karyawan bekerja, dengan respon
jawaban 95,6% setuju, sangat setuju dan netral. Adapun dorongan karyawan untuk
memperlihatkan prestasi kerja yang baik, dengan respon jawaban 98,7% setuju, sangat setuju
dan netral. Inisiatif dan kesadaran karyawan dalam bekerja dengan respon jawaban 98,5%
setuju, sangat setuju dan netral, serta memiliki dorongan untuk selalu bekerja keras dengan

respon jawaban 97,4% setuju, sangat setuju dan netral.

Motivasi kerja aparatur pemerintah daerah di Minahasa Selatan yang cukup baik disebabkan
oleh dukungan faktor sikap aparatur pemerintah. Hal ini sesuai dengan temuan dari Herpen,
Praag dan Coals (2003). Masalah motivasi kerja merupakan masalah Physiologies yang
sangat sulit untuk dilihat secara nyata, melainkan hanya dapat dipahami melalui penjelmaan
perilaku kerja dari karyawan yang berbeda - beda antara satu dengan yang lainnya (Kirman
dan Russel 2001) serta smith (1994). Oleh karena itu. yang menggerakkan manusia untuk
bekerja dengan baik menuju pencapaian tujuan tertentu, adalah motivasi yang dimilikinya,

hal tersebut pemah dikemukakan oleh Sperling (1987), Stanton (1981) dan Stanford (1969),

3. Variabel kinerja karyawan

Kinerja yang tinggi mencakup pula kepentingan manajer organisasi melalui kepuasan

kerja yang berpusat pada karyawan (Robbins, 1996, 2003). Sejalan dengan pendapat tersebut



di atas, maka secara deskriptif nilai rata-rata keseluruhan indikator kinerja karyawan bank
umum swasta di Sulawesi Selatan sebesar 4,01, yang berarti bahwa kinerja karyawan bank

umum swasta di Sulawesi Selatan berada dalam kategori tinggi.

Sejalan dengan penjelasan di atas maka respon jawaban responden mengenai variabel
kinerja aparatur pemerintah daerah di Minahasa Selatan; Tingkat realisasi anggaran, tingkat
pencapaian penyelesaian tugas yang diberikan menunjukkan rata-rata diatas 80%, sedangkan
tingkat ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaa rata-rata kurang dari 7 hari, dan tingkat

kesesuaian dengan standar atau mjutu pekerjaan rata-rata sesuai.

Kinerja pegawai merupakan variabel yang tidak berdiri sendiri, akan tetapi sangat
dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor internal dan faktor eksternal dari pegawai,
seperti yang dikernukakan oleh Walker (1992), bahwa determinan utama dari perilaku
individu adalah motivasi dan kinerja. Selanjutnya bahwa kemantapan kinerja dapat dilihat
dari kualitas kerja, kuantitas kerja dan ketepatan waktu (Everet dan Selman, 1990; dan
Walker, 1992). Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Suyadi (1999) dan Muchinsky
(1985). Dengan demikian tampak bahwa kondisi tersebut di atas, telah dimiliki oleh aparatur

pemerintah daerah di Minahasa Selatan, schingga harapan untuk meningkatkan kinerja sangat

baik.
Untuk Pembahasan selanjutnya akan diuraikan pengaruh variabel X terhadap variabel Y, sbb:

1. Pengaruh Sikap terhadap Motivasi kerja dan Kinerja Aparatur Pemerintah di

Minahasa Selatan

Berdasarkan analisis hubungan kausal antar variabel diperoleh hasil yang menunjukan
bahwa sikap aparatur pemerintah daerah bepengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi

kerja dan kinerja aparatur pemerintah.
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Selanjutnya, sikap aparatur berpengaruh tidak langsung terhadap kenerja motivasi kerja.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesa yang mengemukakan

a. Diduga bahwa sikap berpengaruh positif terhadap motivasi kerja aparatur pemerintah
daerah di Minahasa Selatan diterima atau didukung oleh fakta.
b. Diduga bahwa sikap berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah

di Minahasa Selatan diterima atau didukung oleh fakta.

a. Pengaruh sikap terhadap motivasi

Pengaruh sikap terhadap motivasi adalah positif dan singnifikan hal ini dapat dilihat pada
nilai t-hitung sebesar 2,152 dan P sebesar 0,031 lebih kecil dari 0,05, Hal ini menunjukkan
bahwa sikap merupakan salah satu yang unsur yang mendorong perilaku aparatur pemerintah
daerah di Minahasa Selatan. Berpengaruh secara positif artinya sikap senang, bangga sebagai
PNS, mempunyai komitment yang tinggi terhadap PEMDA akan memotivasi aparatur
pemerintah daerah untuk melakukan tugas/pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil. Indikator

yang domain dari sikap yaitu

b. Pengaruh sikap terhadap kinerja

Pengaruh sikap terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah adalah positif dan signifikan hal
ini dapat dilihat pada t-hitung sebesar 2,253 dan P sebesar 0,024 lebih kecil dari 0,05. Hal
ini menunjukkan bahwa sikap merupakan salah satu yang unsur yang mempengaruhi kinerja
aparatur pemerintah daerah di Minahasa Selatan. Berpengaruh signifikan terhadap kinerja
aparatur pemerintah daerah di Minahasa Selatan artinya sikap senang, rasa memiliki,
komitment yang tinggi terhada PEMDA akan menentukan kinerja aparatur pemerintah daerah

di Minahasa Selatan.



2. Pengaruh Motivasi kerja terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah di Minahasa

Selatan

Berdasarkan analisis hubungan kausal antar variabel diperoleh hasil yang menunjukan
bahwa motivasi bepengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah.

Dengan demikian hipotes yang mengemukakan bahwa:

Diduga bahwa motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah

daerah di Minahasa Selatan diterima atau didukung oleh fakta.

Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah adalah positif dan
signifikan hal ini dapat dilihat pada t-hitung sebesar 3,561 dan P sebesar 0,000 lebih kecil
dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi kerja merupakan salah satu yang unsur yang
mempengaruhi  kinerja aparatur pemerintah daerah di Minahasa Selatan. Berpengaruh
signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah di Minahasa Selatan artinya motivasi
tinggi untuk memenuhi berbagai kebutuhan PNS akan menentukan kinerja aparatur

pemerintah daerah di Minahasa Selatan.
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BAB V1

KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka

kesimpulan dan saran penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja aparatur pemerintah
daerah dan kinerja aparatur pemerintah daerah aparatur pemerintah daerah di Minahasa
Selatanlatan

2. Motivasi kerja aparatur pemerintah daerah di Minahasa Selatan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Kinerja karyawan aparatur pemerintah daerah.

B. Saran

1. Karakteristik individu seperti sikap dan motivasi perlu dikendalikan melalui berbagai
stimulus dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah di Minahasa Selatan.

2. Manajemen kinerja perlu diterapkan dilingkungan pemerintah daerah di Minahasa
Selatan, yang diharapkan dapat membentuk sikap, meningkatkan motivasi kerja serta
kinerja kinerja aparatur pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah daerah di Minahasa
Selatan, sebaiknya meningkatkan sosialisasi tentang manajemen kinerja bagi setiap
aparatur pemerintah.

3. Keterlibatan aparatur pemerintah daerah, penyusunan anggaran (APBD) sangat penting
untuk ditingkatkan, sehingga dapat meningkatkan sikap, motivasi kerja, dan kinerja
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aparatur pemerintah daerah.
Sistem dan mekanisme kerja atau ketaatan terhadap prosedur kerja aparatur pemerintah
daerah merupakan hal yang sangat penting, sehingga mampu menghasilkan laporan

keungan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.
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